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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cara pemberdayaan Organisasi 

Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur dalam Pasal 40 

Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan. Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki intensitas 

konflik Organisasi Masyarakat yang cukup tinggi. Kenyataannya konflik tersebut 

sering kali dipicu karena perebutan lahan project yang berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan organisasi ataupun persoalan cara pandang Organisasi 

Masyarakat dalam terhadap realitas sosial. Sangat jauh apabila mencita-citakan 

keberadaan Ormas untuk menjadi agen penopang cita-cita pembangunan serta 

ruang untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang maju, sebab cara 

pandang serta budaya Organisasi Masyarakatnya pun belum dapat dikatakan ideal. 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pemberdayaan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Bandung, kemudian menguji pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan 

oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dengan Pasal 40 Ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 

mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan 

juga mengetahui upaya yang dilakukan  dalam pelaksanaan pemberdayaannya. 

Penelitian ini berdasarkan pada Alinea ke 1 Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945, Teori Hukum Pembangunan Nasional, Pasal 40 Ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik 

Sosial dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 259 Tentang Badan Kesatuan 

bangsa dan Politik Kota Bandung. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan 

metode pendekatan yang digunakan metode yuridis empiris. Teori yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teori 

Hak Asasi Manusia, Kemerdekaan Untuk Berserikat dan Berkumpul, Organisasi 

Masyarakat dan Pemberdayaan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BAKESBANGPOL dalam 

Kota Bandung dalam melakukan pemberdayaan ormas sejauh ini belum mengacu 

pada Pasal 40 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan. Akan tetapi skema pemberdayaan Ormas di Kota 

Bandung oleh BAKESBANGPOL ditempuh melalui melalui 4 metode yaitu 

hubungan mitra, monitoring, evaluasi, dan hibah anggaran. Adapun kendala 

pokok yang melingkupi 2 faktor, Faktor Internal : formulasi anggaran yang belum 

dapat secara optimal menyentuh seluruh organisasi masyarakat di Kota Bandung . 

dan Faktor External : Tingginya kesadaran berorganisasi masyarakat tidak 

berbanding lurus dengan kualitas berorganisasi yang profesional, akuntable dan 

tertib. Dalam menghadapi kendala tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan 

meningkatkan kualitas berorganisasi masyarakat melalui agenda evaluasi secara 

persuasif serta mengefektifkan pemberian anggaran hibah secara selektif. 


